BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 66 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 53 TAHUN 2012
TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2012

Menimbang : a.

Mengingat : 1.

TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TABANAN,

bahwa menindaklanjuti LHP BPK-RI Perwakilan Provinsi
Bali atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten
Tabanan Tahun Anggaran 2019, maka perlu melakukan
Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2012
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4
Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan
dan Perkotaan;

bahwa Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012
tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan sudah tidak sesuai dengan kondisi dan
kebutuhan hukum saat ini sehingga perlu diubah;

bahwa berdasarkan pertimbangan scbagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 53
Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor
4 Tahun 2012 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan;

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah
Daerah-daerah Tingkat 1 Bali, Nusa Tenggara Barat dan
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1655);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan



Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan
Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4740);

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan
Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun
1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3987);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang
Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4189);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5049);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata
Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4488) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor
14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang
Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6119);

Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang
Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan
Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5179);



9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman  Pengelolaan Keuangan  Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 310);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008
tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan
Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;

12. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi
dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah
Kabupaten Tabanan Tahun 2012 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 21);

13. Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012
tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2012
Nomor 53);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN

BUPATI NOMOR 53 TAHUN 2012 TENTANG PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN NOMOR 4
TAHUN 2012 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun
2012 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun
2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2012 Nomor
56) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 4 Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4

Badan Keuangan Daerah adalah Badan Kauangan Daerah A

Kabupaten Tabanan.

?



10.

11.

12,

13,

14.

Kas Daerah adalah Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah
Kabupaten Tabanan untuk memegang Kas Daerah.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi
dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau
dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali
kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha
perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan
perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten.
Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau
dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan
pendalaman dan/atau laut.

Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
yang selanjutnya disebut Objek Pajak adalah Bumi
dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau
dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali
kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha
perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan yang selanjutnya disebut Subjek Pajak adalah
orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.

Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan yang selanjutnya disebut dengan wajib pajak
adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak,
pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai
hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang
merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun
yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan
terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainya, Badan
Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik
Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk
apapun firma, kongsi, koperasi, dana pensiun,
persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa,
organisasi sosial politik, atau organisasi lainya, lembaga
dan bentuk badan lainya termasuk kontrak investasi
kolektif dan bentuk usaha tetap.

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari
penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan
besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan
pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya,
Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya
disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh wajib
pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak
Bumi  dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai
dengan  ketentuan = Peraturan Perundang-undangan
Perpajakan Daerah.
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21,

22.

23.

24,

Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang
selanjutnya disingkat LSPOP adalah lampiran surat yang
digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan data subjek
dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan Perpajakan Daerah dan lampiran
tidak terpisahkan dari bagian SPOP.

Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat
NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi
jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak
terdapat transaksi jual beli NJOP ditentukan melalui
perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis,
atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.

Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya
disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk
memberitahukan besarnya pajak terutang kepada wajib
pajak.

Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat
SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak
yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau
telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui
tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat
SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan
besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang
selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan
pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak,
Jumlah kredit  pajak, jumlah kekurangan pembayaran
pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah
pajak yang masih harus dibayar.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan
yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat
ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah
pajak yang telah ditetapkan.

Surat  Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang
selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan
pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran
pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada
pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat
STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak
dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau
denda.

Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan
yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung,
dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu
dalam Peraturan Perundang-undangan Perpajakan
Daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak
Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan
Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih



Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan
Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.

2. Ketentuan ayat (1) Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 3
(1) Pendataan objek dan subjek PBB-P2 (Objek Pajak dan
Subjek Pajak) dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah
dengan menuangkan hasilnya dalam formulir SPOP,

(2) Pendataan objek dan subjek PBB-P2 sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
a. penyampaian dan pemantauan pengembalian SPOP;
b. identifikasi Objek Pajak;

c. verifikasi data Objek Pajak; dan
d. pengukuran bidang Objek Pajak.

(2) Formulir SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran II.1 yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(3) Prosedur  pendataan objek PBB-P2 sebagaimana
tercantum dalam Lampiran .1 yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan ayat (1) huruf a dan huruf f Pasal 4 diubah
sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

r

Pasal 4
(1) Pendaftaran objek PBB-P2 baru, dilakukan oleh Subjek

Pajak atau Wajib Pajak dengan persyaratan sebagai

berikut:

a. mengajukan permohonan secara tertulis dalam Bahasa
Indonesia yang ditujukan kepada Bupati melalui
Badan Keuangan Daerah;

b. mengisi SPOP, termasuk LSPOP, dengan jelas, benar
dan lengkap;

~ c. formulir  SPOP dapat diperoleh pada Badan
Keuangan Daerah;

d.wajib pajak yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak
(NPWP), mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak
(NPWP) dalam kolom yang tersedia dalam SPOP;

e.surat permohonan dan SPOP termasuk LSPOP
sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b,
ditandatangani oleh subjek pajak atau Wajib Pajak dan
dalam hal ditandatangani oleh bukan subjek pajak
atau Wajib Pajak, harus dilampiri dengan Surat
Kuasa;

f. surat permohonan dan SPOP termasuk LSPOP
disampaikan kepada Badan Keuangan Daerah
selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung



g.

sejak diterimanya SPOP oleh Subjek Pajak atau
kuasanya; dan

melampirkan dokumen pendukung sebagai berikut:

1. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau identitas
diri lainnya;

2. fotocopy bukti kepemilikan /penguasaan /
pemanfaatan tanah (sertifikat/dokumen lain yang
sejenis); '

3. fotocopy Ijin Mendirikan Bangunan (bagi yang

memiliki);

Jotocopy NPWP (bagi yang memiliki);

S. fotocopy SSPD Bea Perolehan Hak atas Tanah dan

Bangunan (BPHTB);

Jfotocopy SPPT Penyanding; dan

surat keterangan tanah dari Kepala Desa/Perbekel

(diketahui Camat apabila belum memiliki sertifikat).

8. melampirkan gambar objek pajak serta dilengkapi
dengan tanda tangan penyanding dan pejabat
kewilayahan diketahui Camat (apabila belum
memiliki sertifikat)

a

e

(2) Prosedur pendaftaran objek PBB-P2 sebagaimana
tercantum dalam Lampiran .2 yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(3) Formulir permohonan pendaftaran objek PBB-P2
sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a tercantum dalam
Lampiran 1.4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

4. Ketentuan ayat (2) huruf h Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1) Atas dasar pengalihan objek PBB-P2, wajib pajak
dapat mengajukan permohonan mutasi
sebagian/seluruh objek dan subjek PBB-P2.

(2) Kelengkapan permohonan mutasi objek dan subjek PBB-
P2, meliputi:

o0 TR

ot ]

surat permohonan mutasi;
bukti perolehan/pengalihan Objek Pajak;
bukti lunas PBB-P2 tahun sebelumnya;

. mengisi SPOP dan LSPOP;

fotocopy SSPD Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan (BPHTB);

Jotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau identitas
diri lainnya;

fotocopy bukti kepemilikan/penguasaan,/ pemanfaatan
tanah (sertifikat/dokumen lain yang sejenis);

. surat keterangan dari Perbekel (jika diperlukan untuk

memperjelas Objek/Subjek Pajak); dan
surat kuasa, apabila dikuasakan.
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(3)

Penyelesaian mutasi sebagian/seluruh objek dan subjek
PBB-P2 melalui penelitian kantor/lapangan dan
dituangkan dalam Berita Acara melalui proses
pemutakhiran data geografis /bidang.

5. Ketentuan ayat (1) Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1) Penilaian objek PBB-P2 dilakukan oleh Badan Keuangan

Daerah baik secara massal maupun secara individual
dengan menggunakan pendekatan penilaian yang telah
ditentukan.

(2) Hasil penilaian Objek Pajak sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penentuan NJOP,

6. Ketentuan ayat (3) Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11
berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)

(4)

()

Pasal 11
Berdasarkan SPOP, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk
karena jabatan menerbitkan SPPT yang merupakan
Ketetapan pajak terutang yang harus dibayar dalam 1
(satu) tahun pajak.
SPPT  sebagaimana  dimaksud pada ayat (1)
menggunakan formulir kertas
SPPT PBB-P2 ditetapkan dan ditandatangani oleh Kepala
Badan Keuangan Daerah.
Dalam rangka meningkatkan efisiensi pelaksanaan
tugas, khususnya yang terkait dengan penandatanganan
SPPT PBB-P2, maka penandatanganan SPPT PBRB-P2
dapat dilakukan dengan:
a. tanda tangan basah untuk ketetapan buku IV dan V;

dan

b. cap tanda tangan untuk ketetapan buku I, II dan III.
SPPT PBB-P2 dapat diterbitkan melalui:
a. pencetakan massal;
b. pencetakan dalam rangka:

1. pembuatan salinan SPPT PBB-P2;

2. penerbitan SPPT PBB-P2 sebagai tindak lanjut
atas  keputusan keberatan, pengurangan atau
pembetulan;

3. tindak lanjut pendaftaran Objek Pajak baru; dan

4. mutasi Objek dan/atau Subjek Pajak.

7. Ketentuan huruf a Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13
berbunyi sebagai berikut:

N N



Pasal 13
Penerbitan SKPD

Bupati atau Pejabat yang ditunjuk karena jabatan dapat
mengeluarkan SKPD apabila;

a.

SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(1) tidak disampaikan ke Kepala Badan Keuangan
Daerah meskipun telah ditegur secara tertulis oleh Bupati
atau Pejabat yang ditunjuk karena jabatan; dan
berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lainnya
ternyata jumlah pajak yang terutang lebih besar dari
jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang
disampaikan oleh Wajib Pajak.

8. Ketentuan ayat (3) Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15
Penyampaian SPPT

(1) Sebelum SPPT disampaikan pada Wajib Pajak dilakukan

kegiatan penelitian terhadap isi SPPT.

(2) Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

(3)

dilakukan terhadap:

a. Subjek Pajak; ,

b. Objek Pajak; dan/atau

c. NJOP.

Dalam hal ditemukan kesalahan seperti Nama Wajib
Pajak, SPPT ganda, alamat, luas Objek Pajak dan

ketetapan pajak, maka Badan Keuangan Daerah
melakukan pembetulan.

9. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1)

(2)

©

Pasal 16
SPPT dan SKPD yang telah diteliti disampaikan kepada
Wajib Pajak melalui Kepala Badan Keuangan Daerah
sesuai wilayah kerjanya masing-masing dan pihak lain
yang terkait.
SPPT yang bermasalah dan/atau tidak bisa disampaikan
kepada Wajib Pajak harus segera dikembalikan ke Badan
Keuangan Daerah,
Dalam hal SPPT telah disampaikan kepada Wajib Pajak
dan Wajib Pajak menemukan kesalahan seperti pada
Nama Wajib Pajak, SPPT ganda, alamat, luas objek pajak
dan ketetapan pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan
permohonan pembetulan kepada Kepala Badan Keuangan
Daerah.
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10.

11.

12.

13.

(4) Atas permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), Kepala Badan Keuangan Daerah
melakukan verifikasi dan pembetulan.

(5) Verifikasi dan pembetulan sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) dilakukan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan
sejak diterimanya permohonan dari Wajib Pajak.

Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga 18 berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 18
Pajak yang terutang dapat dibayar melalui Bank yang
ditunjuk oleh Bupati yang dapat dilakukan pembayaran
secara langsung, transfer maupun secara online.

Ketentuan ayat (5) dan ayat (6) Pasal 19 dihapus, sehingga
Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

(1) Pembayaran pajak terutang melalui Bank yang ditunjuk
oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18
dapat dilakukan secara langsung ke tempat pembayaran
yang tercantum dalam SPPT/SKPD/STPD.

(2) Pembayaran dengan cek Bank/Giro Bilyet Bank, baru
dianggap sah apabila telah dilakukan kliring.

(3) Wajib pajak menerima Tanda Bukti Pembayaran PBB-
P2 dari Bank yang ditunjuk oleh Bupati.

(4) Bank yang ditunjuk oleh Bupati  berkewajiban
memberikan Tanda Bukti Pembayaran kepada Wajib
Pajak yang melakukan pembayaran PBB-P2 melalui
kiriman uang/transfer/pembayaran melalui online.

(5) dihapus.

(6) dihapus.

Ketentuan Pasal 20 dihapus

Ketentuan huruf b Pasal 34 diubah, sehingga Pasal 34
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

Permohonan pengurangan yang diajukan secara

perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30

permohonan dilampiri dengan persyaratan:

a. satu permohonan untuk satu SPPT atau SKPD PBB-P2;

b. diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui
Kepala Badan Keuangan Daerah dalam Bahasa Indonesia
dengan mencantumkan besarnya permohonan
pengurangan;

c. fotocopy SPPT/SKPD PBB-P2 yang dimohon pengurangan;

3
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d. permohonan ditanda tangani oleh wajib pajak, dalam hal

f.

surat permohonan ditanda tangani oleh kuasa wajib pajak

dilampiri dengan Surat Kuasa;

diajukan dalam waktu:

1. tiga bulan sejak diterimanya SPPT;

2. satu bulan sejak diterimanya SKPD PBB-P2;

3. satu bulan terhitung sejak diterimanya keputusan
permohonan keberatan;

4. tiga bulan terhitung sejak terjadinya bencana alam; dan

5. tiga bulan terhitung sejak terjadinya kejadian luar
biasa.

tidak mempunyai tunggakan atas tunggakan pajak tahun
sebelumnya.

14. Ketentuan huruf b dan huruf ¢ Pasal 35 diubah, sehingga
Pasal 35 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

Permohonan pengurangan secara kolektif dapat
diajukan dengan persyaratan:

a. satu permohonan untuk beberapa objek pajak dalam

b.

tahun yang sama;
diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala

Badan Keuangan Daerah dalam Bahasa Indonesia dengan
mencantumkan besarnya persentase pengurangan;

digjukan melalui pengurus legiun veteran atau

organisasi terkait lainnya yang diketahui oleh Perbekel
setempat;

d. fotocopy SPPT yang dimohon pengurangan:
e. diajukan dalam jangka waktu:

1. tiga bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SPPT;
dan

2. tiga bulan sejak terjadinya bencana alam atau kejadian
luar biasa.

tidak memiliki tunggakan PBB-P2 tahun sebelumnya

sejak dimohonkan pengurangan kecuali dalam hal objek

pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar

biasa; dan

tidak sedang diajukan permohonan keberatan atas SPPT

yang dimohon pengurangan.

15. Ketentuan ayat (2) Pasal 36 diubah, sehingga Pasal 36
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

(1) Permohonan pengurangan yang tidak memenuhi

persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30
dianggap bukan  sebagai permohonan pengurangan
sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
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(2) Dalam hal permohonan pengurangan tidak dapat

(3)

dipertimbangkan, Kepala Badan Keuangan Daerah dalam

waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak

permohonan itu diterima harus memberitahukan secara

tertulis dengan alasan yang mendasari kepada:

a. Wajib Pajak atau kuasanya dalam hal
permohonan diajukan secara perseorangan; dan

b. pengurus legiun veteran atau organisasi terkait
lainnya dalam hal permohonan diajukan secara
kolektif,

Dalam hal permohonan pengurangan tidak mendapatkan

pertimbangan, Wajib Pajak dapat mengajukan kembali

sepanjang persyaratan telah terpenubhi.

Ketentuan ayat (2) Pasal 41 diubah, sehingga Pasal 41
berbunyi sebagai berikut:

(1)
(2)

(3)

(4)

(S)

Pasal 41
STPD-PBB-P2, SKPDKB - PBB-P2, SKPDKBT - PBB-P2
sebagai dasar penagihan PBB-P2.

Bupati menunjuk Kepala Badan Keuangan Daerah untuk

penagihan PBB-P2.

Badan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berwenang

menerbitkan:

a. surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang
sejenis;

b. surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang
sejenis;

c. surat perintah penagihan seketika dan sekaligus;

d. surat paksa;

€. surat perintah melaksanakan penyitaan:

f. surat perintah penyanderaan;

g surat pencabutan sita;

1. pengumuman lelang;

h. surat penentuan harga limit:

i. pembatalan lelang; dan

1. surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan
penagihan pajak.

Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang

sejenis diterbitkan apabila penanggung pajak tidak’

melunasi utang pajaknya sampai dengan tanggal jatuh

tempo pembayaran.

Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus

. diterbitkan sebelum penerbitan Surat Paksa.
Surat Paksa berkepala kata-kata "DEMI KEADILAN

(6)

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA",
mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan
hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang
telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
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(7)

Surat Paksa diterbitkan apabila:

4. penanggung pajak tidak melunasi utang pajak dan
kepadanya telah diterbitkan surat teguran atau surat
peringatan atau surat lain yang sejenis;

b. terhadap penanggung pajak telah dilaksanakan
penagihan seketika dan sekaligus; atau

c. Penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan
sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan
angsuran atau penundaan pembayaran pajak.

17. Ketentuan ayat (1) huruf b Pasal 44 diubah, sehingga Pasal
44 berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)

Pasal 44

Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 43 ayat (2) harus memenuhi persyaratan:

a. satu surat keberatan untuk 1 (satu) SPPT atau SKPD
PBB-P2;

b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia
kepada Bupati melalui Kepala Badan Keuangan
Daerah;

c. dilampiri asli SPPT atau SKPD PBB-P2 yang
diajukan keberatan;

d. dikemukakan jumlah PBB-P2 yang terutang
menurut penghitungan wajib pajak disertai dengan
alasan yang mendukung pengajuan keberatannya;

e. diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak
tanggal diterimanya SPPT atau 1 (satu) bulan sejak
tanggal diterimanya SKPD PBB-P2, kecuali apabila
wajib pajak atau kuasanya dapat menunjukkan
bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena
keadaan di luar kekuasaannya; dan

f. surat keberatan ditandatangani oleh wajib pajak,
dan dalam hal surat keberatan ditandatangani oleh
bukan wajib pajak harus dilampiri dengan surat
kuasa.

Tanggal penerimaan surat keberatan yang dijadikan

dasar untuk memproses surat keberatan yaitu tanggal

terima surat keberatan yang disampaikan secara
langsung oleh wajib pajak atau kuasanya kepada petugas
tempat pelayanan.

Untuk memperkuat alasan pengajuan keberatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e pengajuan

. keberatan disertai dengan:

a. fotocopy identitas Wajib Pajak, dan fotocopy identitas
kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;

b. fotocopy bukti kepemilikan tanah;

c. fotocopy ljin Mendirikan Bangunan (IMB); dan/atau

d. fotocopy bukti pendukung lainnya.

*
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18. Ketentuan ayat (2) Pasal 45 diubah, sehingga Pasal 45
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

(1) Pengajuan keberatan yang tidak memenuhi persyaratan

(2)

(3)

(4)

(S)

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dianggap bukan
sebagai surat keberatan sehingga tidak dapat
dipertimbangkan.

Dalam hal pengajuan keberatan tidak dapat
dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala Badan Keuangan Daerah dalam jangka waktu
paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal
penerimaan surat keberatan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 44 ayat (2), harus memberitahukan
Secara tertulis disertai alasan yang mendasari kepada
Wajib Pajak atau kuasanya.

Dalam hal pengajuan keberatan tidak dapat
dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
wajib pajak masih dapat mengajukan keberatan kembali
sepanjang memenuhi jangka waktu sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf e.

Prosedur keberatan PBB-P2 sebagaimana tercantum
dalam Lampiran [.8 yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati.

Formulir permohonan keberatan PBB-P2 sebagaimana
tercantum dalam Lampiran I1.11 yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

19. Ketentuan ayat (2) Pasal 46 diubah, sehingga Pasal 46
berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)

Pasal 46

Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menghapuskan
piutang PBB dikarenakan tidak bisa tertagih dan sudah
kedaluwarsa.

Penghapusan Piutang PBB-P2 sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan berdasarkan permohonan
penghapusan piutang pajak oleh Kepala Badan Keuangan
Daerah yang ditujukan kepada Bupati.

Permohonan  penghapusan piutang sebagaimana

" dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:

a. nama dan alamat Wajib Pajak;

b. jumlah piutang pajak;

c. tahun pajak; dan

d. alasan penghapusan piutang pajak.
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(4)

()

(6)

Piutang Pajak yang dapat dihapuskan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) adalah:

a. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi
dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (SPPT);

b. Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (SKPD);

C. Surat Tagihan Pajak Daerah Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (STPD);

d. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan
Keberatan dan Putusan Banding, yang menyebabkan
Jjumlah pajak yang harus dibayar bertambah: atau

€. Objek Pajak yang berdasarkan penelitian  tidak
termasuk  kriteria Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan.

Piutang Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang

menurut data tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan

yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi
disebabkan karena:

a. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak
dapat ditemukan atau meninggal dunia dengan
tidak meninggalkan harta warisan dan tidak
mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak dapat
ditemukan;

b. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak
mempunyai harta kekayaan lagi;

c. tidak ditemukan alamat pemiliknya karena Objek
Pajak sudah tutup dan alih manajemen;

d. hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa;

€. Wajib Pajak tidak dapat ditagih lagi karena sebab
lain, seperti dokumen-dokumen sebagai dasar
penagihan pajak tidak lengkap atau tidak dapat
ditelusuri lagi disebabkan keadaan yang tidak dapat
dihindarkan seperti bencana alam, kebakaran dan lain
sebagainya; dan

f. sebab lain sesuai hasil penelitian.

Piutang pajak Wajib Pajak Badan yang menurut data

‘tunggakan PBB-P2 yang tidak dapat atau tidak mungkin

ditagih lagi disebabkan karena:

a. Wajib Pajak bubar, likuidasi atau pailit dan pengurus,
direksi, komisaris, pemegang saham, pemilik modal
atau pihak lain yang dibebani untuk melakukan
pemberesan atau likuidator atau kurator tidak dapat
ditemukan;

b. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak
memiliki harta kekayaan lagi;

& penagihan pajak  secara aktif telah dilaksanakan
dengan penyampaian Salinan Surat Paksa;

d. hak untuk melakukan penagihan pajak sudah
kedaluwarsa; atau

e. sebab lain sesuai hasil penelitian.
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20. Ketentuan ayat (1) Pasal 47 diubah, sehingga Pasal 47
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47
(1) Untuk memastikan keadaan Wajib Pajak atau Piutang
Pajak yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, wajib dilakukan
penelitian lapangan atau penelitian administrasi, yang
hasilnya dilaporkan dalam Laporan Hasil Penelitian yang
dilakukan oleh Tim Peneliti yang terdiri dari unsur:

a. Badan Keuangan Daerah:;
b. Inspektorat Daerah; dan atay
c. Lembaga lainnya yang terkait.

(2) Laporan Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) harus menggambarkan keadaan Wajib Pajak atau
piutang pajak yang bersangkutan sebagai dasar untuk
menentukan besarnya piutang pajak yang tidak dapat
ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapus.

21. Diantara Pasal 48 dan 49, disisipkan beberapa Pasal sehingga
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48 g

(1) Petugas Satuan Kerja Perangkat Daerah setiap akhir
tahun takwin menyusun daftar usulan penghapusan
Piutang Pajak berdasarkan Laporan Hasil Penelitian
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) dengan
menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

(2) Daftar usulan penghapusan Piutang Pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) setiap awal tahun berikutnya
disampaikan kepada Kepala Badan Keuangan Daerah.

(3) Kepala Badan Keuangan Daerah menyampaikan daftar
usulan penghapusan Piutang Pajak yang telah diteliti
kepada Bupati.

Pasal 48 b

(1) Bupati berwenang menghapuskan piutang PBB-P2 secara
mutlak yang nilainya sampai dengan RP 5.000.000.000,00
(ima milyar rupiah).

(2) Bupati berwenang menghapuskan piutang PBB-P2 secara
mutlak yang nilainya di atas RP 5.000.000.000,00 (lima
milyar rupiah) setelah mendapatkan persetujuan DPRD.

(3) Penghapusan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 48 ¢
(1) Standar Operasional Prosedur Tata Cara Penghapusan
Piutang PBB-P2 dan Bagan Alur (flow cart) Penghapusan
Piutang PBB-P2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I ﬁ



yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

(2) Contoh format/formulir Nota Dinas, Daftar Piutang PBB-
P2 yang telah memenuhi kriteria, Surat Tugas Tim
Peneliti, Laporan Hasil Penelitian, Buku Register Usulan
Penghapusan Piutang PBB-P2, Daftar Usulan
Penghapusan Piutang PBB-P2, Keputusan dan Lampiran
Keputusan Bupati tentang Penghapusan Piutang PBB-P2
yang tidak diketahui Penanggung pajaknya, sebagaimana
tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 48 d
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang
menyangkut masalah teknis pelaksanaannya, diatur lebih
lanjut dengan Keputusan Kepala Badan Keuangan
Daerah.

Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 21 Desember 2020

VIS -

REZAHKA WIRYASTUTI

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2020 NOMOR 66
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LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 66 TAHUN 2020
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 53 TAHUN 2012 TENTANG
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TABANAN NOMOR 4 TAHUN
2012 TENTANG PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

I.1 Prosedur Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan

A.

Perkotaan (PBB-P2)

Gambaran umum

Prosedur operasi ini mengurai tata cara penyelesaian permohonan
penghapusan piutang PBB-P2. Badan Keuangan Daerah dapat mengajukan
permohonan penghapusan piutang PBB-P2 atas tunggakan PBB-P2 yang
tidak diketahui Penanggung Pajaknya, serta sebab lainnya,

Pihak yang terkait

1. Bupati Tabanan

Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan

Kepala Bidang PBB-P2 dan BPHTB pada Badan Keuangan Daerah
Kabupaten Tabanan

Kepala Subbidang Pelayanan, Data, Evaluasi dan Pelaporan
Kepala Subbidang Pendapatan dan Penerbitan SKPD

Kepala Subbidang Pelayanan dan Keberatan PBB-P2 dan BPHTRB
. Pelaksana

Formulir yang digunakan
1. Daftar Piutang PBB-P2 yang telah memenuhi kriteria.

2. Buku Register Usulan Penghapusan Piutang PBB-P2,
3. Daftar Usulan, Usulan Penghapusan Piutang PBB-P2,

el

No g s

Dokumen yang dihasilkan
1. Nota Dinas.
2. Surat Tugas Tim Penelitian Penghapusan Piutang PBB-P2.
3. Laporan Hasil Penelitian Penghapusan Piutang PBB-P2 yang telah
memenuhi kriteria.
4, Surat Keputusan Penghapusan Piutang PBB-P2.

Prosedur kerja

1. Kepala Badan Keuangan Daerah menyampaikan Nota Dinas kepada
Bupati mengenai Daftar Piutang PBB-P2 yang telah memenuhi
ketentuan dan diusulkan untuk dihapuskan dari Piutang Pajak Daerah;

2. Bupati memberikan Disposisi Persetujuan atau Penolakan terhadap
Nota Dinas Kepala Badan Keuangan Daerah;

3. Atas dasar Disposisi Persetujuan Bupati, Kepala Kepala Badan Keuangan
Daerah menugaskan Kepala Subbidang Pelayanan, Data, Evaluasi dan
Pelaporan melalui Kepala Bidang PBB-P2 untuk melakukan
penyusunan Tim Peneliti Penghapusan Piutang PBB-P2;

4, Kepala Subbidang Pelayanan, Data, Evaluasi dan Pelaporan dengan
Kepala Subbidang Pendapatan dan Penerbitan SKPD serta Kepala
Subbidang Pelayanan dan Keberatan PBB-P2 dan BPHTB menetapkan
Tim Peneliti Penghapusan Piutang Pajaki Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan ( PBB-P2 ) selanjutnya Kepala Subbidang
Pelayanan, Data, Evaluasi dan Pelaporan menugaskan pelaksana
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10.

11.

12.

13.

14,

15.

Subbidang Penagihan dan PBB-P2 dan BPHTB untuk membuat
konsep Surat Tugas Tim Peneliti Penghapusan Piutang PBB-P2;

Pelaksana Kasubbid Pelayanan, Data, Evaluasi dan Pelaporan membuat
konsep Surat Tugas Tim Peneliti Penghapusan Piutang PBB-P2,
kemudian menyerahkan kepada Kasubbid Pelayanan, Data, Evaluasi
dan Pelaporan.

Kepala Subbidang Pelayanan, Data, Evaluasi dan Pelaporan meneliti
dan memaraf konsep Surat Tugas Tim Peneliti Penghapusan Piutang
PBB- P2 kemudian meneruskan kepada Kepala Bidang PBB-P2 dan
BPHTB. Dalam hal Kepala Subbidang Pelayanan, Data, Evaluasi dan
Pelaporan tidak menyetujui konsep Surat Tugas Tim Peneliti
Penghapusan Piutang PBB-P2, pelaksana Kasubbid Pelayanan, Data,
Evaluasi dan Pelaporan harus memperbaikinya.

Kepala Bidang PBB-P2 dan BPHTB menyetujui dan memaraf Surat
Tugas Tim Peneliti Penghapusan Piutang PBB-P2, dalam hal Kepala
Bidang PBB-P2 dan BPHTB tidak menyetujui Surat Tugas Tim Peneliti
Penghapusan Piutang PBB-P2, Kepala Subbidang Pelayanan, Data,
Evaluasi dan Pelaporan harus memperbaikinya.

Kepala Badan Keuangan Daerah menyetujui dan menandatangani
Surat Tugas Tim Peneliti Penghapusan Piutang PBB-P2, kemudian
mengembalikan kepada Kepala Subbidang Pelayanan, Data, Evaluasi
dan Pelaporan, Dalam hal Kepala Badan Keuangan Daerah tidak
menyetujui Surat Tugas Tim Penelit Penghapusan Piutang PBB-
P2, Kepala Bidang PBB-P2 dan BPHTB harus memperbaikinya.

Kepala Subbidang Pelayanan, Data, Evaluasi dan Pelaporan
menugaskan pelaksana untuk melakukan pengadministrasian dan
penatausahaan Surat Tugas Tim Peneliti Penghapusan Piutang
PBB -P2 dan menyampaikan kepada Tim Penelitian yang ditunjuk.

Tim Peneliti menerima Surat Tugas Tim Peneliti Penghapusan Piutang
PBB-P2, selanjutnya menyusun Daftar Usulan Penghapusan Piutang
PBB-P2;

Tim Peneliti melakukan Penelitian Daftar Usulan Penghapusan
Piutang PBB-P2 kemudian menuangkan kedalam laporan Hasil
Penelitian Penghapusan Piutang PBB-P2 dan menyerahkan kepada
Kepala Subbidang Pelayanan, Data, Evaluasi dan Pelaporan.

Kepala Subbidang Pelayanan, Data, Evaluasi dan Pelaporan meneliti
dan menandatangani konsep Laporan Hasil Penelitian
Penghapusan Piutang PBB-P2 kemudian diteruskan kepada Kepala
Bidang PBB-P2 dan BPHTB

Kepala Bidang PBB-P2 dan BPHTB meneliti dan menandatangani
konsep Laporan Hasil Penelitian Penghapusan Piutang PBB-P2,
kemudian  diteruskan kepada Kepala Badan Keuangan Daerah.
Kepala Badan Keuangan Daerah menyetujui dan menandatangani
Laporan Hasil Penelitian Penghapusan Piutang PBB-P2 kemudian
mengembalikan kepada Kepala Kasubbid Pelayanan, Data, Evaluasi dan
Pelaporan serta menugaskan untuk membuat Konsep Surat Keputusan
Penghapusan Piutang PBB- P2;

Kepala .Subbidang Pelayanan, Data, Evaluasi dan Pelaporan
menugaskan Pelaksana Kasubbid Penagihan PBB-P2 dan BPHTB untuk
membuat Konsep Surat Keputusan Penghapusan Piutang PBB-P2;

Pelaksana Kasubbid Pelayanan, Data, Evaluasi dan Pelaporan membt}at
Konsep Surat Keputusan  Penghapusan Piutang .PBB-PQ kemudian
menyerahkan kepada Kepala Kasubbid Penagihan PBB-P2 dan
BPHTB.

¥
7



16.

17.

18.

19,

20.

21.

22,

Kepala Subbidang Pelayanan, Data, Evaluasi dan Pelaporan meneliti
Konsep Surat Keputusan Penghapusan Piutang PBB-P2 dan
menandatangani Lembar Pemeriksaan Konsep Surat Keputusan
Penghapusan Piutang PBB-P2, kemudian meneruskan kepada Kepala
Bidang PBB-P2 dan EPHTB, dalam hal Kepala Subbidang Pelayanan,
Data, Evaluasi dan Pelaporan tidak menyetujui Konsep Surat
Keputusan Penghapusan Piutang PBB-P2, pelaksana Kasubbid
Penagihan dan Keberatan PBB harus memperbaikinya.

Kepala Bidang PBB-P2 dan BPHTB meneliti Konsep Surat Keputusan
Penghapusan Piutang PBB-P2 dan menandatangani  Lembar
Pemeriksaan Konsep Surat Keputusan Penghapusan Piutang PBB-P2,
dalam hal Kepala Bidang PBB-P2 dan BPHTB tidak menyetujui Surat
Keputusan Penghapusan Piutang PBB-P2, Kepala Subbidang Pelayanan,
Data, Evaluasi dan Pelaporan harus memperbaikinya.

Kepala Badan Keuangan Daerah menyetujui dan memaraf Konsep
Surat Keputusan Penghapusan Piutang PBB-P2 kemudian meneruskan
kepada Bupati dengan melampirkan Laporan Hasil Penelitian
Penghapusan Piutang PBB-P2, dalam hal Kepala Badan Keuangan
Daerah tidak menyetujui Surat Keputusan Penghapusan Piutang
PBB-P2, Kepala Bidang PBB harus memperbaikinya.

Bupati menyetujui dan menandatangani Surat Keputusan
Penghapusan Piutang PBB-P2 kemudian mengembalikan kepada Kepala
Badan Keuangan Daerah, dalam hal Bupati tidak menyetujui Surat
Keputusan Penghapusan Piutang PBB-P2, Kepala Badan Keuangan
Daerah harus memperbaikinya.

Kepala Badan Keuangan Daerah menugaskan Kepala Kasubbid
Pelayanan, Data, Evaluasi dan Pelaporan untuk melakukan
pengadministrasian dan penatausahaan Surat Keputusan Penghapusan
Piutang PBB-P2;

Kepala Subbidang Pelayanan, Data, Evaluasi dan Pelaporan menugaskan
Pelaksana Subbid Penagihan dan Keberatan PBB untuk melakukan
pengadministrasian dan penatausahaan Surat Keputusan Penghapusan
Piutang PBB-P2 dan Laporan Hasil Penelitian Penghapusan Piutang PBB-
P2;

Proses Selesai.

N
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LAMPIRAN 11
PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 66 TAHUN 2020
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11.2. Formulir SPPT

PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN

BADAN KEUANGANDAERAH SPPT PBB
JL. PAHLAWAN NO, 19 TABANAN  BUKAY MERUPAKAN BUKTI KEPEMJLIRAN HAK
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG AKUN :
PAJAK BUM! DAN BANGUNAN
NOP:...........o. TAHUN :......2%
LETAK OBJEK PAJAK NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAH:;J
NPWP: ..........»
OBJEK PAJAK LUAS (M®) | KELAS NJOP PER M (Rp) TOTAL NJOP (Rp)
..-6] --'.n---?} ----uusl ‘..“.........-....Q: ...10}
NJOP Sebagai dasar pengenaan PBB = i )
NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak) = o
NJOP untuk penghitungan PBB = g
PBB yang Terhutang = o
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG HARUS DIBAYAR (Rp) ................'"9
TR At TENOD s KEPALABW%N&A%&M6Mﬁé§|§|‘3ﬁﬁ.;: AGUNG
TEMPAT PEMBAYARAN  :.oovv v ' KABUPATEN TABANAN
N 18)
NAMA WAJIB PAJAK : ... 5 Diterima tanggal : ................... 2>
Letak Objek Pajak Kecarnatanz‘;} Tanda Tangan
Desa
NOP TR . 26
SPPTTahunRp oo 2@
Nama Terang .........co.coooevvv




Nama Petugas : Tanda Tangan Petugas :

Diserahkan ke Wajib Pajak tanggal :

PERHATIAN

Apabila dalam SPPT terdapat hai-hal yang meragukan (coretan, tip-ex dan lain-lain)

Wajib Pajak dapat menghubungi Dinas Pendapatan dan Pesedahan Agung

Kabupaten Tabanan.

Pajak yang terutang harus dibayar sckaligus selambat-lambatnya 6 (enam) bulan

scjak tanggal diterimanya Surat Pemberitahuan Pajak Tenstang (SPPT) ini.

Pajak yang terutang hanya dapat dibayar pada tempat pembayaran yang ditentukan

pada SPPT ini,

Bukti Pelunasan Pembayaran PBB yang sah adalah :

a) Surat Sctoran Pajak Daerah (SSPD) PBB umiuk pembayaran sccara langsung
atau melalui petugas pemungut,

b) Struk ATM/bukti pembayaran lain dari Bank TP Elektronik bagi pembayaran
pajak secara elektronik.

Apabila pembayaran Pajak dilaksanakan dengan transfer/pemindahbukuan/

pengiriman uang melalui bank/kantor pos, agar mencantumkan nama Wajib Pajak,

Nomor Objek Pajak, NPWP dan Kode Akun.

Pajak vang terutang yang tidak dibayar pada tanggal jatuh tempo, dikenakan sanksi

sebagal benkut

a) sanksi administratif 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak vang terutang
yang tidak dibayar, dan

b) ditagih dengan STPD dan dalam hal STPD tidak dilunasi, dilanjutkan dengan
sural paksa yang diikuti dengan penyitaan dan pelelangan atas kekayaan Wajib
Pajak.

Keberatan atas jumlah pajak yang terutang pada SPPT ini dapat diajukan ke Dinas

Pendapatan dan Pesedahan Agung Kabupaten Tabanan dalam jangka waktu 3 (tiga)

bulan sejak tang gal diterimanya SPPT inL

Permohonan pengurangan Pajak yang disebabkan karena kondisi tertentu objek

pajak yang ada hubungannya dengan Wajib Pajak dan/atau karena sebab-sebab

tertentu lainnya harus diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak :

a) diterimanya SPPT ini;

b) terjadinya bencana alam atau sebab-sebab lain yang luar biasa.

Batas waktu tersebut pada butir 7 dan 8 dapat diperpanjang jika Wajib Pajak dapat

membuktikan bahwa hal tersebut diluar kekuasaannya.

Pengajuan Keberatan, Banding dan Pengurangan tidak menunda kewajiban

membayar Pajak.

. Apabila objek pajak dipindahtangankan kepada pihak lain, baik seluruh atau

scbagian, Wajib Pajak harus melaporkan ke Dinas Pendapatan Pesedahan Agung

Kabupaten Tabanan.

NOP scbagai dasar pengenaan PBB pada SPPT ini dapat dipergunakan scbagai

dasar pengenaan Bea Perolechan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Apabila tanggal jatuh tempo tertulis tanggal :

a) 31 Okiober, maka bulan 1 setelah tanggal jatuh tempo adalah tanggal 1
November s/d 30 November; bulan Il adalah tanggal 1 Desember s/d 31
Desember, dst.

b} 10 Oktober, maka bulan 1 setelah tanggal jatuh tempo adalah tanggal 11
Oktober s/d 10 Wovember, bulan II adalah tanggal 11 November sfd 10
Desember, dst.

MINTA DAN SIMPANLAH SSPD ATAU STRUK ATM/BUKTI PEMBAYARAN LAINNYA

DARI TP ELEKTRONIK SEBAGAI BUKTI PELUNASAN PEB

ey



Angka 1
Angka 2
Angka 3
Angka 4
Angka 5
Angka 6
Angka 7
Angka 8
Angka 9

Angka 10
Angka 11

Angka 12
Angka 13

Angka 14
Angka 15
Angka 16
Angka 17
Angka 18
Angka 19
Angka 20
Angka 21
Angka 22
Angka 23
An'gka 24
Angka 25
Angka 26
Aﬁgka 27

PETUNJUK PENGISIAN SPPT

Diisi dengan Nomor Objek Pajak (NOP) / Nomor SPPT
Diisi dengan Tahun Pajak

. Diisi dengan letak/alamat objek pajak

Diisi dengan nama dan alamat wajib pajak

. Diisi dengan NPWP wajib pajak
. Diisi dengan jenis objek pajak bumi dan / atau bangunan

Diisi dengan luas objek pajak bumi dan / atau bangunan, dalam satuan meter persegi

- Diisi dengan kelas objek pajak bumi dan / atau bangunan
. Diisi dengan nilai jual objek pajak bumi dan / atau bangunan per meter persegi, dinyatakan

dalam rupiah.
Diisi dengan total nilai jual objek pajak bumi dan / atau bangunan, dinyatakan dalam rupiah.

- Diisi dengan total nilai jual objek pajak bumi dan / atau bangunan sebagai dasar pengenaan

PBB.
Diisi dengan nilai jual objek pajak tidak kena pajak
Diisi dengan total nilai jual objek pajak setelah dikurangi dengan nilai jual objek pajak tidak

‘ kena pajak untuk penghitungan PBB terutang

Diisi dengan jumlah PBB terhutang.

Diisi dengan jumiah PBB yang harus dibayar.
Diisi dengan tanggal jatuh tempo.

Diisi dengan tempat pembayaran PBB.

Diisi dengan tanggal penerbitan SPPT,

: Diisi dengan nama pejabat yang berwenang menandatangani SPPT.

Diisi dengan nama wajib pajak.

Diisi dengan nama kecamatan alamat objek pajak.

Diisi dengan nama desa alamat objek pajak.

Diisi dengan Nomor Objek Pajak (NOP) / Nomor SPPT.
Diisi dengan tahun pajak dan nominal PBB yang terutang
Diisi dengan tanggal penerimaan SPPT.

Diisi dengan tanda tangan penerima SPPT.

Diisi dengan nama penerima SPPT.

A I



IL3. Formulir Permohonan Pendaftaran

Nomor
Lampiran : 1 (satu) Gabung
Perihal : Permohonan Pendaftaran
Objek/Subjek PBB
Kepada

Yth. Bupati Tabanan

U.p. Kepala Badan Keuangan Daerah
di —
Tabanan

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama

Alamat

Nomor Telepon/HP  :....coovovevcrann,

dengan ini mengajukan permohonan pendafiaran objek pajak yang terletak di :

Jalan/Banjar Dinas

Desa

Kecamatan

Luas Tanah Biasuossmassurmenss m?
Nama Wajib Pajak
SPPT PBB tahun

......................................................................

.....................................................................

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan:
1. SPOP dan LSPOP yang telah diisi dan ditandatangani;

2. Fotocopy KTP atau identitas diri lainnya,

3. Fotocopy bukti kepemilikan/penguasaan/pemanfaatan tanah dan/atau bangunan
(Sertifikat/Perjanjian Sewa Menyewa/Dokumen lain yang sejenis);

Foto copy NPWP (bagi yang memiliki);
Fotocopy SSPD BPHTB;
Fotocopy SPPT Penyanding;

e e A

Surat Keterangan Tanah dari Perbekel.

Fotocopy ljin Mendirikan Bangunan (bagi yang memiliki);

Surat Kuasa apabila dikuasakan kepada Pihak Lain;

Demikian permohonan ini diajukan, untuk dapat diproses lebih lanjut.

Wayjib Pajak/Kuasanya



IL4. Formulir Permohonan Mutasi

Nomor Tabanan, .......................o00
Lampiran . 1 (satu) Gabung
Perihal : Permohonan Mutasi

Objek/Subjek PBB

Kepada
Yth. Bupati Tabanan
U.p. Kepala Badan Keuanga Daerah
di -
Tabanan

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama

......................................................................................................

Alamat

.....................................................................................................

.....................................................................................................

Nama Wajib Pajak
Alamat Wajib Pajak
L g o S ——— T
Jumlah PBB terutang : RP..........ccccceeerooooormoeoomss oo
Luas Tanah - m®  Luas Bangunan :.............. . . m?
Menjadi

Nama Wajib Pajak
NPWP

Alamat Wajib Pajak
Letak Objek Pajak

Luas Tanah R TR G m*  Luas Bangunan : ... . m?
Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan:

SPOP dan LSPOP yang telah diisi dan ditandatangani;

Fotocopy KTP atau identitas diri lainnya;

Asli dan Fotocopy SPPT PBB tahun terakhir:

Fotocopy Bukti Pembayaran/STTS/SSPD PBB tahun terakhir;

Fotocopy bukti kepemilikan/penguasaan/pemanfaatan tanah dan/atau bangunan (Sertifikat/
IMB/Akte Peralihan/Perjanjian Sewa Menyewa/Dokumen lain yang sejenis);

Fotocopy SSPD BPHTRB;

Surat Kuasa apabila dikuasakan kepada Pihak Lain;

Surat Keterangan Kepala Desa/ Perbekel (Apabila diperlukan penjelasan tentang Objek /
Subjek Pajak)

.........................................................................................................

.......................................................................................................

........................................................................................................
........................................................................................................
......................................................................................................

........................................................................................................

Lo b —

w30

Demikian permohonan ini kami ajukan untuk dapat diproses lebih lanjut.

Wajib Pajak/Kuasanya



IL5. Formulir Permohonan Pengurangan/Penghapusan Sanksi Administrasi

Nomor 5c:1 5171 ) I
Lampiran : 1 (satu) Gabung
Perihal : Permohonan Pengurangan/

Yth.

Penghapusan Sanksi
Administrasi PBB

Kepada
Bupati Tabanan
U.p. Kepala Badan Keuangan Daerah
di -
Tabanan

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama T oy PO
Alamat T T T—
Nomor Telepon/HP  : ....c.ovvvvvvvveiireeneinnan, S A S S

dengan ini mengajukan permohonan Pengurangan/Penghapusan Sanksi Administrasi sebesar

<eeen. ... atas SPPT PBB :

TORRE IR DRI oo o o BRI o S o O

No. SPPT / NOP
PBB terutang BN 1 sinnmmas i i
Jumlah PBB terutang : Rp......c.oooooiiiiiieieeiieieeseee e
Tanggal terima SPPT ..o,

Adapun alasan pengurangan/penghapusan ini adalah :

.......................................................................................................................................................

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan:

thfacha by

Fotocopy KTP atau identitas diri lainnya;

Asli dan Fotocopy SPPT PBB yang dimohonkan;

Asli dan fotocopy Bukti Pembayaran/STTS/SSPD PBB yang terakhir/dimohonkan;
Surat Kuasa apabila dikuasakan kepada Pihak Lain;

Demikian permohonan ini kami ajukan untuk dapat diproses lebih lanjut.

Wajib Pajak/Kuasanya

.............................................

& %



I1.6. Formulir Permohonan Pembetulan

Nomor Tabanan, ............coooov i,
Lampiran : 1 (satu) Gabung
Perihal : Permohonan Pembetulan
SPPT PBB
Kepada

Yth. Bupati Tabanan

U.p. Kepala Badan Keuangan Daerah
di-
Tabanan

Yang bertanda tangan dibawah ini:
NAIA. B e G S S R e L
Alamat
MO TCIEPOTIEIR"  sscormsmosssimsvisivmmsiesss s s o o o o e T S
dengan ini mengajukan permohonan pembetulan SPPT PBB dari :
Nama Wajib Pajak
Alamat Wajib Pajak
No. SPPT / NOP

.........................................................................................................

......................................................................................................
........................................................................................................

..................................................................................................

Luas Tanah Vassamssssmnannae LSS BaOGUNAN | oasssanmnani m?
Menjadi :

Nama Wajib Pajak

NPWP

Alamat Wajib Pajak

Letak Objek Pajak 1.t et sttt et eeeeee e eee e anas

Luas Tanah - SN m?  Luas Bangunan : ... m?
Mulai tahun pajak @t

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan:
1. SPOP dan LSPOP yang telah diisi dan ditandatangani;
Fotocopy KTP , KK atau identitas diri lainnya;
Asli dan Fotocopy SPPT PBB yang dibetulkan;
Fotocopy Bukti Pembayaran/STTS/SSPD PBB tahun terakhir;
Fotocopy bukti kepemilikan/penguasaan/pemanfaatan tanah dan /atau bangunan
(Sertifikat/ IMB/Akte Peralihan/Dokumen lain yang sejenis);
Surat Kuasa apabila dikuasakan kepada Pihak Lain;
Surat Keterangan Kepala Desa/ Perbekel (Apabila diperlukan penjelasan tentang Objek /
Subjek Pajak)

.......................................................................................................

<o

Demikian permohonan ini kami ajukan untuk dapat diproses lebih lanjut.

Wajib Pajak/Kuasanya

A S



IL7. Formulir Permohonan Pembatalan SPPT/SKPD/STPD

Nomor Tabanan, ...............................
Lampiran + 1 (satu) Gabung
Perihal : Permohonan Pembatalan
SPPT/SKPD/STPD PBB
Kepada

Yth. Bupati Tabanan

U.p. Kepala Badan Keuangan Daerah
di -

Tabanan

Yang bertanda tangan dibawah ini:
20 S P ——————————————
Alamat
NI FEMEPOOEIP 1 unscisiosss o st 4o s s omres s s e e

dengan ini mengajukan permohonan pembatalan SPPT/SKPD/STPD PBB atas objek pajak :

.........................................................................................................

Nama Wajib Pajak
No. SPPT / NOP

PBD eribetim SR 5 it i
Jumiah PBB terutang : Rp
Tanggal terima SPPT :

.........................................................................................................

......................................................................................................

...................................................

........................................................

........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan:
1. Fotocopy KTP atau identitas diri lainnya:

2. Asli dan Fotocopy SPPT/SKPD/STPD PBB yang dimohonkan untuk dibatalkan;

3. Fotocopy Bukti Kepemilikan/penguasaan/pemanfaatan tanah (sertifikat/dokumen lain yang
sejenis);

4. Surat Kuasa apabila dikuasakan kepada Pihak Lain;
6. Surat Keterangan Kepala Desa/Perbekel:

Demikian permohonan ini kami ajukan untuk dapat diproses lebih lanjut.

' Wajib Pajak/Kuasanya



11.8. Formulir Pengurangan PBB

Nomor Tabanan, ...............cccooveeiin ..,
Lampiran . 1 (satu) Gabung
Perihal : Permohonan Pengurangan

Yth.

PBB Tahun Pajak...........

Kepada
Bupati Tabanan
U.p. Kepala Badan Keuangan Daerah
di-
Tabanan

Yang bertanda tangan dibawah ini:

dengan ini mengajukan permohonan pengurangan PBB sebesar

Nama

Alamat
Nomor Telepon/HP

........................................................................................................

Nama Wajib Pajak
No. SPPT / NOP

PBB terttang tahlil 7. iorioms
Jumlah PBB terutang : Rp......c..cooovmimivivvioviencica
Tanggal terima SPPT : ........ccccoooivinininnninniians N

.........................................................................................................

Adapun alasan pengajuan pengurangan ini adalah :

....................................................................................................................................................

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan:

Fotocopy KTP atau identitas diri lainnya,

Asli dan Fotocopy SPPT PBB tahun terakhir;

Asli dan fotocopy Bukti Pembayaran/STTS/SSPD PBB tahun terakhir,

Fotocopy bukti penghasilan bulanan/SK Pensiun/Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala
Desa (Perbekel) untuk Wajib Pajak Orang Pribadi;

Fotocopy SPT PPh Badan dan Laporan Keuangan (Neraca R/L) tahun terakhir yang telah
diaudit oleh Akuntan Publik untuk WP Badan/Perusahaan;

Surat Kuasa apabila dikuasakan kepada Pihak Lain;

Demikian permohonan ini kami ajukan untuk dapat diproses lebih lanjut.

Wajib Pajak/Kuasanya

A\



IL9. Formulir Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran PBB

Nomor Tabanan, ................cooooco
Lampiran : 1 (satu) gabung Kepada
Perihal : Permohonan Pengembalian Yth. Bupati Tabanan
i U.p. Kepala Badan Keuangan
PBB Tahun............... Daerah
di-
Tabanan

Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama s

..................................................................................................

Alamat

No. Telp/ HP A A R A T A e e
bersama ini mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PBB atas SPPT/
SKPD/STPD*) Tahun .............co........ SEBESAr RP..vovceiee e, dari:

Nama Wajib Pajak [ ..ot

Alamat Wajib pajak

No. SPPT / NOP
Bentuk pengembalian yang kami mohon adalah sebagai berikut :

D Dibayar tunai (restitusi) pada Rekening No..........................
di PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali.

|:’ Diperhitungkan (dikompensasikan) dengan hutang/ketetapan PBB Tahun.........
Atas nama :

Nama Wajib Pajak

No. SPPT / NOP

Alamat Wajib Pajak

Letak Objek Pajak  :...........cco....... T N

Disumbangkan kepada Pemerintah Kabupaten Tabanan
Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan;

a. Foto copy :D SPPT D SKPD D STPD

b. Foto copy Salinan Surat Keputusan tentang :

..........................................................................

...........................................................................

D Penyelesaian Keberatan

D Pemberian Pengurangan/Pengurangan Denda *)

D Banding
¢ Asli: [ | Bukti Pembayaran PBB [] ssep

Wajib Pajak/Kuasanya

Catatan ;

* Coret yang tidak perlu
Diisi dengan tanda X pada kotak yang sesuai.



I1.10. Formulir Permohonan Keberatan

Nomor TABARAN, oo cemmsmsnrs i
Lampiran : 1 (satu) Gabung
Perihal : Permohonan Keberatan
SPPTPBBTahun ...
Kepada

Yth. Bupati Tabanan
U.p. Kepala Badan Keuangan Daerah
di—
Tabanan

Yang bertanda tangan dlbawah ini;
Nama
Alamat
NOmOr TEIEPORHE . it itiiiiaiinds S i ssis 50051 st sars e s assarnss pececm st emnan e reese e e et een

Dengan ini mengajukan permohonan keberatan SPPT PBB tahun
No. SPPT / NOP
Nama Wajib Pajak
Letak Objek Pajak

......................................................................................................

.........................................................................................................

Tanggal terima SPPT 't i
dengan alasan sebagai berikut :

......................................................................................................................................................

Menurut perhitungan karm ketetapan PBB objek pajak tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bumi.............. m? x Rp. /m? =Rp.
2. Bangunan......: m? x Rp. /m? =Rp.
e I 61 31500 ) (i =Rp.
I NA(0) 51 4 =Rp.
5. NJOP setelah dikurangi NJOPTKP (3-4) ... =Rp.
6. PBB Terutang (0,1% atau 0,2% X (5))....cccccvovvvrvvimnrreccienn, =Rp.
( )

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan:

SPOP dan LSPOP yang telah diisi dan ditandatangani;

Fotocopy KTP atau identitas diri lainnya;

Asli dan Fotocopy SPPT/SKPD PBB yang dimohonkan keberatan;

Fotocopy Bukti Pembayaran/STTS/SSPD PBB tahun terakhir;

Fotocopy hukti kepemilikan/penguasaan/pemanfaatan tanah dan/atau bangunan (Sertifikat/
IMB/Akte ‘eralihan/Dokumen lain yang sejenis);

6. Surat Kuasa apabila dikuasakan kepada Pihak Lain;

el Sl L

Demikian permohonan ini kami ajukan untuk dapat diproses lebih lanjut.

Wajib Pajak/Kuasanya

N



Menimbang

Mengingat

Mehetapkan

PERTAMA :

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH

KABUPATEN TABANAN
NOMOR .................. )

TENTANG

PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN TABANAN,

‘a. bahwa sehubungan dengan surat permohonan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan

Perdesaan dan Perkotaan atas nama Wajib Pajak .........................2 nomor

s tanggal o) yang diterima Dinas Pendapatan dan
Pesedahan Agung Kabupaten Tabanan ... 5§ berdasarkan tanda terima
NOMOF  .vvevrsivinnn 8 tanggal .o ) atas SPPT/SSPDY) nomor
ceenevonenn 8 Tahun Pajak .............9 dan dengan mempertimbangkan hasil penelitian
yang dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Pengurangan PBB nomor LAP-
................. 10) tanggal .............c.ooonn..™ perlu diterbitkan keputusan atas permohonan
pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dimaksud;

- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan

Keputusan Bupati Tabanan tentang Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan
dan Perkotaan;

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049):

. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah KabupatenTabanan Tahun 2012
Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah KabupatenTabanan Nomor 21);

. Peraturan Bupati Tabanan Nomor 53 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah

Kabupaten Tabanan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan
dan Perkotaan.

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN TABANAN TENTANG

PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

Mengabulkan seluruhnya/Mengabulkan sebagian/Menolak®) permohonan pengurangan PBB

terutang yang tercantum dalam SPPT/SSPD? nomor .........12 Tahun Pajak .............. 19;

a. Wajib Pajak
Nama b s A |
Alamat S A R e R T e e T

b. Objek Pajak i
PBB Yahg Bnttang R vssssanmmnmmsimmmmmisaseans i 11?3}}
Alamat % hiisers R A R R S T S P R S e -
Desa : 20}
Kecamatan : SRR onomusmnmd
Kabupaten D b e s

sebesar ... L0 i vnimis swnnvnenmeevssessmings: 23) persen) dari PBB yang terutang.

£
y



KEDUA : Besamya PBB yang harus dibayar atas penetapan sebagaimana dimaksud pada Diktum
PERTAMA adalah sebagai berikut:

a. PBB yang terutang menurut SPPT/SSPD*) Rpvswmadtina, 20
b. Besamnya pengurangan
foisnsss PR XRD wocsiianivivviginngn, 39 Rp o 20
¢. Jumlah PBB yang terutang )
setelah pengurangan (a-b) B i e i BE
KETIGA . Apabila di kemudian hari termyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini,

kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT  : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ..............ov.ve....n,,30)

padatanggal ............c.o.ovvinnnnn 30
a.n. BUPATI TABANAN

Kepala Badan Keuangan Daerah,

e T S,

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :
1) Ibu Bupati/ Wakil Bupati Tabanan;
2) Wajib Pajak.

Keterangan :
“Icoret yang tidak periu;

X e



Angka 1
Angka 2
Angka 3
Angka 4
Angka 5

Angka 6

Angka 7

Angka 8

Angka 9

Angka 10
Angka 11
Angka 12
Angka 13
Angka 14
Angka 15
Angka 16
Angka 17
Angka 18
Angka 19
Angka 20
Angka 21
Angka 22
Angka 23
Angka 24
Angka 25
Angka 26
Angka 27
Angka 28
Angka 29
Angka 30
Angka 31
Angka 32
Angka 33

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR
KEPUTUSAN PENGURANGAN PBB

Diisi dengan nomor Surat Keputusan yang diterbitkan.
Diisi dengan nama Wajib Pajak (WP).

Diisi dengan nomor surat permohonan WP,

Diisi dengan tanggal surat permohonan WP.

Diisi dengan nama Dinas Pendapatan dan Pesedahan Agung Kabupaten Tabanan yang

menerima surat permohonan,

Diisi dengan nomor tanda terima surat permohonan.

Diisi dengan tanggal tanda terima surat permohonan,

Diisi dengan nomor SPPT/SSPD.

Diisi dengan Tahun Pajak SPPT/SSPD.

Diisi dengan nomor Laporan Hasil Penelitian Pengurangan PBB.

Diisi dengan tanggal Laporan Hasil Penelitian Pengurangan PBB.

Diisi dengan nomor SPPT/SSPD.

Diisi dengan Tahun Pajak SPPT/SSPD.

Diisi dengan nama WP,

Diisi dengan alamat WP.

Diisi dengan Nomor Objek Pajak (NOP).

Disi dengan nominal PBB yang terutang dalam SPPT/SSPD.

Diisi dengan alamat objek pajak.

Diisi dengan nama Desa/Kelurahan alamat objek pajak.

Diisi dengan nama Kecamatan alamat objek pajak.

Diisi dengan nama Kabupaten/Kabupaten alamat objek pajak.

Diisi dengan besarnya persentase pengurangan dengan angka.

Diisi dengan besarnya persentase pengurangan dengan huruf,

Diisi dengan nominal PBB yang terutang sebelum pengurangan dengan angka.
Diisi dengan besamya persentase pengurangan dengan angka.

Diisi dengan nominal PBB yang terutang sebelum pengurangan dengan angka.
Diisi dengan nominal besamya pengurangan PBB yang terutang dengan angka.
Diisi dengan nominal PBB yang terutang setelah pengurangan dengan angka,
Diisi dengan nominal PBB yang terutang setelah pengurangan dengan huruf,
Diisi dengan kabupaten tempat Surat Keputusan diterbitkan.

Diisi dengan tanggal Surat Keputusan diterbitkan.

Diisi dengan nama pejabat yang berwenang menandatangani Surat Keputusan,
Diisi dengan NIP pejabat yang berwenang menandatangani Surat Keputusan.

A



LAPORAN HASIL PENELITIAN
PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
SECARA PERSEQRANGAN
Nomor: ... 3

Berdasarkan penelitian di kantor/penelitian di kantor dan di lapangan® sesuai Surat Tugas:

a. penelitian di kantor NOMOr ............o..ceuiesieissiornn, 218NGQal ..o A
b. penelitian di lapangan nomor ......................... 5 tanggal ..
telah dilakukan penelitian di kantor dari tanggal ...................7) sampai dengan tanggal .................% dan
penelitian di lapangan dari tanggal ... % sampai dengan tanggal ... 1) terhadap
permohonan Pengurangan yang diajukan secara perseorangan oleh wajib Pajak/kuasa Wajib Pajak*):
Nama Waijib Pajak L s s oo conessnn, )
Alamat Wajib Pajak L e b s s sb st renes st ses s et esnesestres s seeeeneseen, (2]
Nama kuasa Wajib Pajak : b R b b r e saat et s seene s seesssent s eesese e, 1)
Alamat kuasa Wajib Pajak T NN ||

melalui surat NOmor ........covvvreveinnnnnn.., 18 tanggal ..o '8 yang diterima Badan Keuangan
Daerah Kabupaten Tabanan...................170 berdasarkan bukti penerimaan surat (BPS) nomor
o 811ANGGAL v, 19) dengan uraian sebagai berikut;

L U

1. NOP b bbbt e, 20)
2. Alamat Objek Pajak T T e L
3, Tahun Pajak TS .

4, Jenis Ketetapan ~ : SPPT/SKPD")

5 PBB Terutang T N

IIl. DASAR HUKUM

Peraturan Bupati Tabanan Nomor 53 Tahun 2012 Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan, dan
Pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaaan.

. HASIL PENELITIAN
1. Penelitian di kantor

2. Penelitian di lapangan

25]

IV. KESIMPULAN DAN USUL

1. Kesimpulan



——Euee—

2. Usul

Kepala Seksi .................

e

Petugas Peneliti |

L3

1 o SNE————

3

Keterangan:
‘) coret yang tidak perlu

Mengetahui,

)

Petugas Peneliti 1l

e

o B




Angka 1
Angka 2

Angka 3
Angka 4
Angka 5
Angka 6
Angka 7
Angka 8
Angka §
Angka 10
Angka 11
Angka 12
Angka 13
Angka 14
Ahgka 15
Angha 16

Angka 17

Angka 18
Angka 19
Angka 20
Aigka 29
Angka 27
Angka 23
Angka 24
Angka 25
Anoka 26
Agka 27
Angka 28
Angka 29
Angka 30

Angka 31

Angra 42
Angka 33
Angka 34
Angka 35
Angka J6
Angka 37
Angka 38

Angka 39
Angka 40

PETUNJUK PENGISIAN LAPORAN HASIL PENELITIAN PENGURANGAN PAJAK

BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN SECARA
PERSEORANGAN

diisi dengan kop surat Dinas Pendapatan Daerah.

dusi dengan nomor Laporan Hasil Penelitian Pengurangan PBB Perdesaan dar
PerkabupatenanSecara Persecrangan.

diisi dengan nomor Surat Tugas penelitian di kantor.

diisi dengan tanggal Surat Tugas penelitian di kantor.

diisi dengan nomor Surat Tugas penelitian di fapangan,

diisi dengan tanggal Surat Tugas penelitian di lapangan.

diisi dengan tanggal mulainya pelaksanaan penelitian di kantor.

diisi dengan tanggal berakhirnya pelaksanaan penelitian di kantor.

diisi dengan tanggal mulainya pelaksanaan penelitian di lapangan.

diisi dengan tanggal berakhirnya pelaksanaan penelitian di lapangan

diisi dengan nama Wajib Pajak.

diisi dengan alamat Wajib Pajak.

diisi dengan nama kuasa Waijib Pajak dalam hal dikuasakan.

diisi dengan alamat kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan.

dirsi dengan nomor sural permohonan Pengurangan.

diisi dengan tanggal surat peniohonan Pengurangan.

disi dengan nama Dinas Pendapatan Daerah yang menerima sural permohonan
Pengurangan.

diisi dengan nomor Bukti Penerimaan Surat (BPS).

diisi dengan tanggal BPS,

diisi dengan Nomor Objek Pajak (NOP)

diist dengan alamat objek pajak.

diisi dengan Tahun Pajak SPPT/SKPD").

diisi dengan besarnya PBB yang terutang dengan angka.

dils dengan besarnya PBB yang terutang dengan huruf,

dusi dengan uraian hasil penelitian kantor.

diisi dengan uraian hasil penelitian di lapangan dalam hal dilakukan penelitian lapangan.

diisi dengan kesimpulan hasif penelitian.

diisi dengan usul besarnya pengurangan yang diberikan.

diisi dengan kabupaten dan tanggal laporan hasil penelitian pengurangan PBB dibuat.

disi dengan nama petugas peneliti yang menandatangani laporan hasil penelitian
pengurangan PBB.

diist dengan NIP petugas peneliti yang menandatangani laporan hasil penelitian pengurangan
"BR. i

diisi dengan nama Seksi yang bertanggung jawab menyelesaikan Pengurangan PBB

diisi dengan nama dan tanda tangan Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada angka 32
diisi dengan NIP Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada angka 32.

diisi nama jabatan eselon il yang bertanggung jawab menyelesaikan Pengurangan PBE,

diist nama dan 1anda tangan pejabat eselon |1l sebagaimana dimaksud pada angka 35.

diisi dengan NIP pejabat eselon Ill sebagaimana dimaksud pada angka 35.

diisi jabatan eselon Il yang bertanggung jawab menyelesaikan Pengurangan PBB (bila
diperlukan). ]

diisi nama dan tanda tangan pejabat eselon |l sebagaimana dimaksud pada angka 38

diisi dengan NIP pejabat eselon It sebagaimana dimaksud pada angka 38.



KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
NOMOR............ I

TENTANG

PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Menimbang

Mengingat

Menetapkan
PERTAMA ;

KEDUA

k2

SECARA KOLEKTIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA

BADAN KEUANGAN DAERAH,

: a. bahwa sehubungan dengan surat pemonhonan pengurangan Pajak Bumi dan

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan secara kolektf dari LVR|/Desa”
e ONOMOE D) tanggal ................*" yang
diterima melalui Badan Keuangan Daerah ..... ... .95 berdasarkan
tanda terima nomor ..............% tanggal ... 7 atas SPPT
Tahun Pajak .............» dan dengan mempertimbangkan hasil penelitian yang
dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Pengurangan PBB-P2 nomor LAP-
................. ® tanggal ... 10 peru diterbitkan keputusan atas

permohonan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
dimaksud:

- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, peru

menetapkan Keputusan Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan

tentang Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
secara Kolektif;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048);

. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi

dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten
Tabanan Tahun 2012 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Tabanan Nomor 21);

. Peraturan Bupati Tabanan Nomor 53 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan

Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi
dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN DAN PESEDAHAN AGUNG
KABUPATEN TABANAN TENTANG PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN SECARA KOLEKTIF.

Memberikan keputusan atas permohonan pengurangan PBB-P2 secara kolektif
sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Keputusan Dinas Pepdapatan .dan
Pesedahan Agung Kabupaten Tabanan ini, yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Keputusan ini _

Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam
Keputusan ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai ketentuan yang
beraku.



KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ................cc.oooon...

o

Pada tanggal .........

An. BUPATI TABANAN, 7

Kepala Badan Keuangan
Kabupaten Tabanan,

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. lbu Bupati/Bapak Wakil Bupati Tabanan;

2. Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Tabanan;
3. Wajib Pajak.

Keterangan :
'coret yang tidak periu;

11}

Daerah



Angka 1
Angka 2

Angka 3
Angka 4
Angka &
Angka 6
Angka 7
Angka 8
Angka 9
Angka 10
Angka 11
Angka 12
Angka 13

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR
KEPUTUSAN PENGURANGAN PBB-P2 SECARA KOLEKTIF
Diisi dengan nomor Surat Keputusan yang diterbitkan.

Diisi dengan nama cabang LVRI/Desa atau nama organisasi terkait penerima tanda
jasa bintang gerilya.

Diisi dengan nomor surat permohonan.

Diisi dengan tanggal surat permohonan.

Diisi dengan nama Dinas Pendapatan Daerah yang menerima surat permohonan.
Diisi dengan nomor tanda terima surat permohonan.

Diisi dengan tanggal tanda terima surat permohonan.

Diisi dengan Tahun Pajak SPPT.

Diisi dengan nomor Laporan Hasil Penelitian Pengurangan PBB-P2.

Diisi dengan tanggal Laporan Hasil Penelitian Pengurangan PBB-P2,

Diisi dengan kabupaten tempat Surat Keputusan diterbitkan.

Diisi dengan tanggal Surat Keputusan diterbitkan.

Diisi dengan nama pejabat yang berwenang menandatangani Surat Keputusan.
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PETUNJUK PENGISIAN
LAMPIRAN KEPUTUSAN PENGURANGAN PBB-P2 SECARA KOLEKTIF

Angka 1 : Diisi dengan nomor Keputusan yang diterbitkan.

Angka2 : Diisi dengan nama Desa yang bersangkutan.

Angka3 : Diisi dengan nama Kecamatan yang bersangkutan.

Angka4 : Diisi dengan Tahun Pajak yang bersangkutan.

Angka5  Diisi dengan nama pejabat yang berwenang menandatangani Surat Keputusan.

Pengisian kolom:

Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut.
Kolom2 : Diisi dengan nama dan alamat Wajib Pajak pada SPPT.
Kolom 3 : Diisi dengan Nomor Objek Pajak (NOP) pada SPPT.

Kolom4 : Diisi dengan alamat objek pajak yang tercantum dalam SPPT.

Kolom 5 : Diisi dengan PBB yang terutang dalam SPPT.

Kolom®& : Diisi dengan persentase pengurangan PBB-P2 yang terutang yang dimohon.
Kolom?7 : Diisi dengan nominal pengurangan PBB-P2 yang terutang yang dimohon.
Kolom 8 : Diisi dengan persentase pengurangan PBB-P2 yang terutang yang diberikan.
Kolom 9 : Diisidengan nominal pengurangan PBB-P2 yang terutang yang diberikan.

Kolom 10 : Diisi dengan nominal PBB-P2 yang terutang setelah pengurangan.
Kolom 11 : Diisi dengan mengabulkan seluruhnya, mengabulkan sebagian, atau menolak.



I1.12 format formulir yang digunakan dan format dokumen yang dihasilkan dalam
proses penghapusan piutang PBB-P2

1.  Format Dokumen Nota Dinas

PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
BADAN KEUANGAN DAERAH
JL. PAHLAWAN NO. 19 ~ TELEPON NO. 819157
TABANAN 82113

Kepada
Dari
Tanggal
Sifat

Lampiran :
: Daftar Piutang PBB-P2 yang telah memenuhi kriteria Penghapusan

Perihal

NOTA DINAS
: Bupati Tabanan
: Kepala Badan Keuangan Daerah
Penting

Piutang PBB-P2

Memperhatikan ~ basis  data  sistem informasi
manajemen pajak bumi dan bangunan perdesaan dan
perkotaan, bersama ini kami sampaikan kepada Bapak
(sebagaimana terlampir); Daftar Piutang PBB-P2 yang telah
memenuhi kriteria dan dapat dihapuskan berdasarkan
Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 4 Tahun
Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan,

Adapun kriteria piutang pajak daerah yang dinyatakan
adalah sebagai berikut :

. Tidak ada pengakuan utang baik langsung maupun tidak
langsung dari Wajib Pajak bersangkutan;

2. Tidak diketahui Penanggung Pajaknya;

3. Surat teguran dan/atau Surat Paksa tidak dapat
tersampaikan;

4. Piutang dimaksud tidak memungkinkan untuk ditagih
lagi.

Demikian disampaikan, apabila disetujui, kiranya
dapat kami tindaklanjuti sesuai dengan prosedur sebagaimana
mestinya hingga diterbitkan Keputusan Bupati mengenai
Penghapusan Piutang PBB-P2 atas objek dimaksud.

Atas perkenan Bapak, dihaturkan terima kasih.

Kepala Badan Keuangan Daerah,

a@
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3.

Format Dokumen Surat Tugas Tim Penelitian Penghapusan
Piutang PBB-P2
PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
BADAN KEUANGAN DAERAH
i JL. PAHLAWAN NO. 19 - TELEPON NO. 819157
VoY TABANAN 82113
M—
SURAT TUGAS
Nomor : ...
Ditugas kepada :
L. Nama .
NIP
Pangkat/Gol
Jabatan
2. Nama
NIP
Pangkat/Gol  : ...
Jabatan
Untuk melaksanakan penelitian dalam rangka penghapusan piutang PBB-P2 yang
telah memenuhi kriteria, atas nama
NAMA DAN ALAMAT SPPT/SKPD/STPD
NO WAJIB PAJAK/DESA NOP KETERANGAN
AL | NOMOR
ATAU KELURAHAN TANGG ok
! 2 3 4 5 6

B R R

Kepala Badan Keuangan Daerah,

\&-ﬂ-



4.  Format Dokumen Laporan Hasil

Piutang PBB-P2 yang telah memenuhi kriteria,

PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
BADAN KEUANGAN DAERAH
JL. PAHLAWAN NO. 19 — TELEPON NO. 819157
TABANAN 82113

Surat Tugas Penelitian Nomor

LAPORAN HASIL PENELITIAN
PENGHAPUSAN PIUTANG PBB-P2 YANG TELAH MEMENUHI

Tanggal Penelitian

B A B

KRITERIA

Nomer :

Data mengenai Wajib Pajak atau Penanggung Pajak

NOP
NPWP

. No. Seri/SPPT/SKPD/STPD
. Alamat

Desa/Kelurahan

Kecamatan
Kabupaten/Kota

. Nama dan Alamat

Ahli Waris

. Pekerjaan/Usaha
. Nama/Merk Perusahaan

Alamat
Nomor Telepon
Alamat Cabang

Nama, Jabatan dan Alamat
Pengurus menurut akte
Notaris terakhir

Penelitian Penghapusan



1. Data mengenal Tunggakan PBB-P2 ;

TAHUN NODAN TGL JUMLAH PAJAK YANG JUMLAH SISA
NO | pajak Nop SPPT/SKPD/ TELAHDIBAYAR PIUTANG
STPD TANGGAL Rp PATAK
I 2 3 4 s 6

Catatan : Fotocopy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) / Tanda Bukti Pembayaran agar
dilampirkan

III. Data lainnya yang berkenan dengan penagihan :
L. Keputusan angsuran/penundaan

Pembayaran pajak

Surat Keberatan/Banding

Nomor dan Tanggal Surat Teguran

Nomor dan Tanggal Surat Paksa

- Nomor dan Tanggal Surat Perintah

Sita dan Risalah Sita

Tanggal Pelelangan

-

IV. Hasil Penelitian Administrasi :

V.  Lampiran (surat-surat yang dianggap penting) :
2

VI. Kesimpulan dan usul :

Petugas Peneliti | Petugas Peneliti I

T A ——— NI o
Mengetahui,
Kepala Bakeuda Kabid PBB-P2 dan BPHTB Kasubbid Pelayanan, Data, Evaluasi

dan Pelaporan

NP ... ST NP
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6. Format Dokumen Surat Keputusan Penghapusan Piutang PBB-P2

3 1

BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI
KEPUTUSAN BUPATI TABANAN
NOMOR / / / TAHUN 20,..
TENTANG
PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN
BUPATI TABANAN,

Menimbang :

 Mengingat :1.

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (7) ayat (8)
Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 4 Tahun 2012 tentang
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, perlu
menetapkan Keputusan Bupati Tabanan tentang Penghapusan
Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan
Daerah- daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tinglkat 1
Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran
Negara Republik Indonesia  Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655;

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak
Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-
UndangNomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat
Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129,
TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5049);

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara

Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

' (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);

- Peraturan Pemerintah Nomor 136 tahun 2000 tentang Tata Cara

Penjualan Barang Sitaan Yang Dikecualikan Dari Penjualan Secara
Lelang Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 248,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4050);




Menetapkan :

KESATU

KEDUA

- Peraturan Pemerintah Nomor 137 Tahun 2000 tentang Tempat dan

Tata Cara Penyanderaan, Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak,
dan Pemberian Ganti Rugi Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan
Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4051);

. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan,

Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangar:;

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 4 Tahun 2012 tentang

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotsan {Lembaran
Daerah Tahun 2012 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Tabanan Nomor 21 );

MEMUTUSKAN:

Menghapus Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal .......coveeee.

BUPATI TABANAN,



